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DUGAAN pelanggaran tahapan
pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2024 sudah mulai marak ditemukan.
Apalagi saat ini masa kampanye,
yang telah dimulai 25 September
2024 lalu dan berakhir 23 November
2024 mendatang. Salah suatu
dugaan pelanggaran dilaporkan se-
jumlah warga Kabupaten Sleman
yang menamakan Front Masyarakat
Madani ke Bawaslu Sleman. Aduan
tersebut terkait netralitas 4 oknum
lurah berfoto dengan salah satu pa-
sangan calon. Bawaslu Sleman di-
minta segera menindaklanjuti aduan
tersebut.

Netralitas menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai
keadaan dan sikap netral, tidak me-
mihak, atau bebas. Sementara Mar-
bun dalam Sri Hartini (2009) menje-
laskan netralitas yaitu sikap terbebas
memihak kepentingan politik dan ti-
dak berperan dalam proses politik
partai politik tertentu. Undang ñ
Undang (UU) Desa Nomor 6/2014 pa-
sal 1 ayat 2 yang dimaksud pemerin-
tah desa adalah kepala desa dibantu
perangkat desa sebagai unsur penye-
lenggara pemerintahan desa dilarang
ikut serta dan/atau terlibat dalam
kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah
(pasal 29j).

UndangñUndang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Gubernur/
Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati dan Walikota Pasal 70 ayat 1c
dalam kampanye, pasangan calon di-
larang melibatkan kepala desa atau
sebutan lain/lurah dan perangkat de-
sa atau sebutan lain/perangkat ke-
lurahan. Sementara Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 13/2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota pasal
62 ayat 1c disebutkan dalam
kegiatan kampanye, partai politik pe-
serta pemilu atau gabungan partai
politik peserta pemilu, pasangan
calon, dan/atau tim kampanye, dila-
rang melibatkan kepala desa atau
sebutan lain/lurah dan perangkat de-
sa atau sebutan lain/perangkat ke-
lurahan.

Dari UU Desa dan UU tentang
Pemilihan dan PKPU di atas sudah
secara jelas bahwa pemerintah desa
baik itu kepala desa ataupun perang-
kat desanya diharuskan bersifat ne-
tral, terutama dalam perhelatan poli-
tik. Mengapa dikatakan demikian?
Pemerintah desa dengan kepala desa
dan perangkat desanya merupakan
pelaksana jalannya pemerintahan dan
tidak terlepas dari sorotan publik/ma-
syarakat, pemerintah desa yang ne-
tral (bebas dari segala pengaruh dan
tidak memihak) menjamin birokrasi
yang kuat dan tidak ada diskrimasi
dalam pelayanan. Selain itu dengan
pemerintah desa yang netral men-
dukung iklim demokrasi yang sehat
dalam mewujudkan pemilihan kepala
daerah yang luber (langsung bebas
dan rahasia).

Ketidaknetralan pemerintah desa
dan bisa menjadikan dugaan pelang-
garan dikarenakan memang disengaja
karena ingin menguntungkan kepen-
tingan dirinya sendiri seperti di an-
taranya ikut dalam kampanye salah
satu paslon, ikut ambil bagian dalam
kampanye/sosialisasi di media sosial
(posting/komentar/share/like), mela-
kukan foto bersama calon/pasangan
calon dengan mengikuti gerakan ta-
ngan/gerakan yang
mengindikasi keberpi-
hakan ataupun meng-
adakan kegiatan yang
mengarah kepada ke-
berpihakan (perte-
muan/ ajakan/him-
bauan/seruan/pemberi-
an barang). Namun da-
pat pula kekurang-
tahuan pemerintah de-
sa tentang kenetrali-
tasan dalam kegiatan
politik. Apa dan bagai-
mana yang harus di-
lakukan pemerintah
desa ketika ada ke-
giatan-kegiatan yang
dihadiri oleh para
paslon dan tanpa se-
pengetahuan pemerin-
tah desa ataupun

belum pahamnya regulasi yang ada.
Apa yang sebaiknya dilakukan pe-

merintah desa? Meningkatkan pema-
haman terhadap regulasi, mening-
katkan pemahaman terhadap per-
soalan pemilihan, menumbuhkan ke-
sadaran untuk terlibat aktif teruta-
ma mencegah timbulnya pelang-
garan, terlibat aktif memerangi
penyesatan informasi yang mungkin
terjadi dalam proses kampanye dan
menumbuhkan kesadaran untuk
menolak segala bentuk suap politik
(money politics) yang melanggar nor-
ma hukum negara dan agama.
Masyarakat dapat terlibat aktif
meminimalisasi pemerintah desa ti-
dak melakukan pelanggaran dengan
memberikan informasi kegiatan yang
hendak dihadiri paslon. Selain itu,
dapat pula menegur pemerintah desa
ketika menghadiri kegiatan yang di-
adakan paslon.

Melalui pemahaman pemerintah
desa terhadap netralitas dan masya-
rakat aktif ambil bagian agar peme-
rintah desa untuk tetap menjaga ke-
netralitasnya dapat menumbuh-kem-
bangkan kesadaran proses politik
dan pembangunan politik bangsa dan
negara yang bertanggungjawab dan
demokratis. (*)

Dwi Cahya Maristyawan SPsi,
Mantan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Bantul.

’Politik Rangkul’ ala Prabowo

Dwi Cahya Maristyawan

Presiden terpilih Prabowo panggil calon
menteri/wakil menteri.

- Kabinetnya jadi makin gemuk.
***

Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh divonis
10 tahun penjara.

- Bersih-bersih MA belum usai.
***

DPR membentuk Badan Aspirasi Masyara-
kat.

- Padahal DPR sudah merepresen-
tasikan masyarakat.

Netralitas Pemerintah Desa

PRESIDEN terpilih Prabowo Subian-

to sedang berusaha menepati janjinya

untuk merangkul semua kalangan pada

kabinetnya nanti. Prabowo tentu ingin

mengawali masa jabatannya dengan

manis, sejak awal pasca dinyatakan ung-

gul melalui hitung cepat pasangan

Prabowo-Gibran berjanji untuk menga-

yomi seluruh rakyat serta merangkul se-

mua unsur dan kekuatan dalam peme-

rintahannya.

Menjelang pelantikan, pada 14

Oktober 2024 Prabowo telah memanggil

calon Menteri ke kediamannya. Kabinet

pemerintahan Prabowo diprediksi bakal

ìgemukî, akan ada 46 kementeri-

an, melebihi kabinet pemerintah-

an Jokowi sebanyak 34 kemente-

rian.

Pada September 2024 Dewan

Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR) telah menge-

sahkan Rancangan Undang

Undang  tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Ne-

gara. Ada beberapa point utama

yang mendapat perubahan, tiga

diantaranya Pertama, pengha-

pusan penjelasan dalam Pasal 10

UU Kementerian Negara kedua,

revisi Pasal 15 UU Kementerian

Negara yang mengatur secara

khusus jumlah kementerian se-

banyak 34. Ketiga, adanya pe-

nambahan ketentuan mengenai

tugas pemantauan dan penin-

jauan UU pada Ketentuan Penutup.

Revisi UU Kementerian Negara juga

menambah beberapa pasal antara lain

Pasal 6A berisi tentang pembentukan

kementerian tersendiri, Pasal 9A mem-

beri wewenang kepada Presiden untuk

mengubah unsur organisasi berdasar-

kan kebutuhan pemerintah, serta Pasal

25 yang mengatur tentang hubungan

fungsional antara kementerian dan lem-

baga.

Revisi Undang undang tersebut telah

membuka peluang Prabowo untuk bisa

membentuk kabinet yang gemuk bah-

kan sampai 46 kementerian. Harapan

dari penghapusan pembatasan jumlah

kementerian untuk memberikan kelelu-

asaan lebih besar pada Presiden Prabo-

wo dalam menentukan jumlah kemente-

rian, baik memecah atau mengga-

bungkan lembaga kementerian.

Nantinya akan banyak kementerian

yang mengalami penggabungan dan ju-

ga pemisahan, seperti halnya Kemen-

terian Hukum dan Hak Asasi Manusia

akan dipecah menjadi tiga kementerian,

begitu juga kementerian PUPR yang pa-

da pemerintahan Jokowi telah digabung

nantinya akan dipisah kembali oleh

Prabowo menjadi dua kementerian.

Penambahan lembaga kementerian

akan berdampak pada banyak hal, tidak

hanya terkait anggaran negara, akan

tetapi penambahan jumlah kementerian

juga berdampak pada pengaturan per-

pindahan ASN, terutama pada kemente-

rian yang mengalami perubahan. Di

samping itu penambahan kementerian

juga berdampak pada jumlah komisi di

DPR RI dari semula 11 bisa saja nanti

bertambah menjadi 13 Komisi.

Banyaknya lembaga kementerian

merupakan bagian dari ‘Politik Rangkul’

yang sedang dimainkan Prabowo,

langkah ini merupakan bagian dari upa-

ya menjalin kerjasama dengan banyak

kalangan. Prabowo tentu membutuhkan

ketenangan dan juga dukungan par-

lemen untuk lima tahun ke depan. Hal

itu diperlukan agar stabilitas politik da-

pat terus terjaga dan pemerintahan di-

harapkan berjalan efektif. Data yang

dikeluarkan oleh Survei indikator me-

nunjukkan bahwa 73,3 persen publik

menyetujui dan menyambut positif

langkah pembentukan KIM  plus yang

diinisiasi Prabowo.

Kabinet yang akan dibentuk Prabowo

tidak hanya mengakomodir parpol saja,

tetapi juga melibatkan sejumlah tokoh

dari kalangan profesional, birokrat,

akademisi, pejabat aktif polri dan juga

para tokoh ormas, semua berharap

‘Politik Rangkul’ yang sedang di-

mainkan Prabowo dapat berdampak

positif terhadap kemajuan bangsa yang

partisipatif, kuat dan saling menjaga

satu dan lainnya.

Harapan

Di sisi lain, untuk menjaga dinamisasi

politik serta memastikan bahwa peme-

rintah tidak melakukan kesewenang-we-

nengan dalam menjalankan roda peme-

rintahan, masih diperlukan adanya

partai oposisi. Aadanya partai opo-

sisi akan menghadirkan pemerin-

tah yang akuntabel dan terbuka

terhadap kritik serta saran sehing-

ga janji Prabowo untuk menghapus

kemiskinan dan korupsi di bumi

Indonesia benar-benar terwujud.

Semua rakyat indonesia menggan-

tung asa pada pemerintahan baru

nanti dan berharap cita-cita luhur

bangsa seperti yang tercantum

dalam pembukaan undang undang

dasar 45, yaitu untuk membangun

negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan mak-

mur, Melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, Mewujudkan ke-

sejahteraan umum, Mencerdaskan

kehidupan bangsa serta Ikut

melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perda-

maian abadi, dan keadilan sosial benar

benar dapat terwujud.  (*)

Dr Alfian Dj MH, Staf Pengajar

Madrasah Muallimin Yogyakarta,

Sekretaris Majelis Hukum HAM PP

Muhammadiyah.

Alfian DjKabinet Gemuk atau Zaken?
PERHATIAN publik kini sedang

tertuju pada puluhan nama tokoh,

mulai dari politisi, artis, hingga

akademisi yang dipanggil Presiden

terpilih Prabowo Subianto ke rumah

kediamannya di Jalan Kartanegara

IV, Kebayoran, Jakarta. Mereka di-

janjikan menduduki jabatan menteri

dan wakil menteri kabinet serta

kepala badan negara. Hampir se-

mua tokoh yang dipanggil berbicara

terus terang kepada media tentang

tawaran menduduki jabatan menteri

serta wakil menteri. Wajah-wajah

mereka tampak sumringah karena

bakal menduduki jabatan penting di

kelembagaan negara.

Tak kurang 108 tokoh telah di-

panggil presiden terpilih Prabowo

Subianto untuk ditanya komitmennya

membantu presiden dalam penye-

lenggaraan pemerintahan nanti.

Semua yang dipanggil sepertinya tak

ada yang menolak tawaran Prabowo

Subianto. Andai semua yang dipang-

gil Prabowo benar-benar menjabat

sebagai menteri serta wakil menteri

dan kepala badan,  dipastikan kabi-

net yang disusun Prabowo tergolong

kabinet gemuk, bukan ramping.

Lantas apa salahnya ?

Kiranya tak ada yang salah sepan-

jang kabinet tersebut efektif dan

mampu menjaga integritas sebagai

abdi negara yang tidak korupsi.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan

akan membentuk zaken kabinet,

atau kabinet yang diisi orang-orang

profesional, bisa berasal dari partai

maupun luar partai. Zaken kabinet

memang tidak selalu dilawankan de-

ngan kabinet gemuk. Bahkan, boleh

jadi, zaken kabinet sekaligus juga

kabinet gemuk. Apalagi, sebelumnya

telah ada revisi UU Kementerian

Negara yang notabene mengubah

nomenklatur menjadi lebih luas yang

membuka kemungkinan bertambah-

nya personel di kementerian.

Kita tentu tak hendak memben-

turkan antara zaken kabinet dengan

kabinet gemuk. Hemat kita, kabinet

gemuk merupakan konsekuensi dari

gemuknya koalisi yang dibangun

Prabowo Subianto. Hampir semua

partai bergabung dengan Prabowo.

Sementara publik masih menunggu

pertemuan Ketua Umum PDI

Perjuangan Megawati Soekarno-

putri dengan Prabowo Subianto se-

belum pelantikan Presiden/wakil

presiden 20 Oktober nanti. Apakah

PDIP akan bergabung dengan pe-

merintahan Prabowo? Kita masih

belum mengerti.

Nasdem yang tidak menyodorkan

kadernya di kabinet Prabowo, pun

menyatakan akan mendukung pe-

merintahan Prabowo dan tidak mem-

posisikan diri sebagai kekuatan opo-

sisi. Kita sangat khawatir bila tidak

ada kekuatan penyeimbang dalam

pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita

membutuhkan bekerjanya mekanis-

me check and balances sehingga

demokrasi benar-benar berjalan se-

hat dan kondusif, bukan pemerintah-

an yang tanpa kontrol. Dalam kon-

teks itulah kita membutuhkan keku-

atan oposisi.

Dari situ kita mengharapkan PDI

Perjuangan menjadi kekuatan pe-

nyeimbang, apalagi menguasai

suara terbanyak di parlemen. Pe-

merintah harus dikontrol agar jalan-

nya tidak melenceng, atau lebih

tepatnya on the track. Dengan tidak

menempatkan kadernya di kabinet

Prabowo kita yakin PDIP menjadi titik

sentral kekuatan oposisi. Namun,

tanpa bermaksud mendahului, kita

berharap pertemuan Megawati-

Prabowo menghasilkan formula

yang efektif dalam mengawal jalan-

nya pemerintahan.

Kita tidak memungkiri, dalam

penyusunan kabinet akan banyak

kepentingan yang masuk, utamanya

kepentingan politik akomodatif. Pun

tidak bisa mengelak bahwa susunan

kabinet nanti merupakan cerminan

kepentingan politik�atau dalam ba-

hasa praktisnya bagi-bagi jabatanÑ

meski tidak seluruhnya.  Namun, be-

gitu kabinet terbentuk, maka perso-

nel yang duduk di jabatan menteri,

wakil menteri maupun kepala lemba-

ga negara, harus bersikap profesio-

nal dan harus menanggalkan kepen-

tingan parpolnya. Mereka harus solid

dan menempatkan diri sebagai pem-

bantu presiden.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-

makasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.

Terimakasih. 
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